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Analisis Kebijakan dan Kelembagaan Dalam

Pengembangan Kawasan Andalan Bogor- Depok
dan Bekasi

Qleh: Nugraha LN, Drs. SE.MSi."

Kawasan Bodebek telah ditetapkan oleh PP No. 471997 rentang Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagai kewasan khusus, dan oleh Propingi Jawa Barat melalui Perda No. 2 tahun
2003 tentang RIRW Propinsi juga telah ditetapkan sebagoi saleh satu dari delapan kawasan
agndaion df Jowa Barar  Untuk mendwkung pengembangan kowasan Bodebek rersebui
dibutuhkan satu bentuk kelembagaan vang memungkinkan kelembagaan tersebut memifiki
oloritas yang kuat, Khusweyva dalam aspek perencanaan dan pengendalian alth fungsi lohan
serta dava dukung laninya. Tulisan ini mengajukan empat alternatif bentuk kelembagaan.
vaitu; (1) Forum Koordinasi; (2) Sekretoriai Bersama dalam bentum Bodan Kerjosama
Pembangunan (BRSSPI, (1) Penvatuan Perencanaan dan Pengendalian dalam satu Kawasan
Jakarta Metropolitan Rayva (MR dan; (4) Integrasi Pemerintahon dalem bentuk Satu Dewan

Jakarta Metropalfian Reva,
—_———e——— — e e

1. Pendahuluan

Kawasan Bogor, Depok dan Bekasi
(yang selanjuinya di singkal  Bodebek),
lermasuk  juga kawasan DEKI  Jakara,
Tangemmng serta Puncak dan Cianjur dalam
Peratmran Pemenniah No. 47 Tabun 1997
tentang Rencana Tata Roang Wilavah
Masional, dimasukan dalam satn Kawasan
tertentn. yang memerlukan  penanganan
khusus. Penctapan ini didasarkan kepada
kenvataan geografic, balwa kawasan tersebut
sehagal suatn kesaluan ckosisiem, dalam
perkembangannya saling berhubungan dan
tidak bisa saling dipisahkan. Artinya dengan
kondisi

tersebut, ada satu  kebutuhan akan
perlunya satw kebijakan baik it dalam bentuk
regulasi maupun kelembagaan yang memung-
kinkan pengeloiaan kawasan Bodebek ini

menjadi terintegrasi  dalam satu pola
pembangunan vang utub. Suatu keniscynan

pada saal pola pembangunan yvang dikem-
bangkan oleh daemh yang satu dengmm vang
laimnya tidak memiliki keterkaitan  yang
sinergis, umuk menjadikan kawasan ini
sebagal kawasan pembanguman vang ideal,
sehagaumana vang diharapkan oleh seluruh
stakehalders di kawasan tersebut.

Dalam (ahapan berkuinya, peonetapan
kawnsan tertentu ini direncanakan (masih
dalam tahapan Rakepres) untuk udak hanya
meliputi  kawasan Bopuncur saja, dalam
dalam kepentingan vang lebih luas yaito
kawasan Iabodetabekpuncur (Jakana, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi dan Puncak sera
Cianjur) dalam sam penanganan yang utuh.
Hal ini didasari oleh kenyvataan bahwa

B Desen pada STIA L AN Bandung dan UP] Bandung
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kawasan i sebaga suatu kesatuan ckosistem
kawasan  dalam  penangannva  saling
mempengaruhs,  sehingga  harus  dikelola
dalam satu kesatnan vang ubhah

Tuntutan di atas semakin mengemuka
pada saat Undang-undang No. 22 tahun 1999
tentang  Pemerintahan  Daerah  telah
ditetapkan’ . Dalam semangat otonomi vang
lebih  besar diberikan  kepada Daerah
Kabupaten/Kota telah memimculkan
persoalan baru dalam aspek integrasi pola
pembangunan ini. Olonemi yang seharusnys
memmgkinkan  setiap  dacmah mampu
memberikan Tuang vang lgbih lwas pada
usaha-usaha pembangunan vang terbaik bagi
setiap daerahnya, seringkali justru mengarah
ke amih schaliknya Pola pembangunan baik
dalam skala lokal dacrab tersebul, maupun
dalam skala regional atan nasional berjalan
secara  sendini-sendin, dan pola ini selain
tidak memiliki stnergm untuk mencapal tujnan
pembangunin vang diharapkan akan tetapi
juga ongkos yang ditanggung untuk itu akan
menjadi sangat mahal Bahkan fidak jarang
akibatnya pembangunan aniar daerah jusim
menjadi saling menihilkan.

Owonomi vang sebelumnya diharapkan
memberikan  kesgjahicraan  bagl  masing-
masing dacrah, dalam perjalannya menjadi
fidak optimal manakala masih banyak
peraturan lanjutan  dari undang- imi
masth banvak vang belum dirumuskan dan
ditetapkan. Adanya keterlambatan  dalam
penctapan peraturan im pada satu sisi dan

1 UL Wa. 22 tahun 1999 ini sast it sudah digantd
demgan UL No, 32 tehun 2004 teminng Pemenntuhin
Plaerah, namun dalam kepentingan tulisan ini. UL Mo,
221999 dianggap scbagni titik
henalannya olonoms dasrah

semangat daerah dalam membual kebijakan
sendin melaln Perda, pada gilimnova telah
menambah  semakin  terkotak-kotaknya
pembangunan di masing-masing daerah. Pada
tahap-tahap awal pelaksanaan otonomi yang
secara bersamaan dengan menguatnya fungsi
DPRD di dacrah telah memmbulkan suatu
kenyataan pembangunan  yang  kurang
menguntungkan, Otonomi dengan tuniutan
PAD-nya seolah menjadi suatu pembenaran
bagi eksploitasi sumber dava alam di masing-
masing dasrah

Ditengah pelaksanaan otonomn daerab
vang masih belum optimal tersebut, pada
tahun 2003 Jawa Barat telah mengeluarkan
Perda No 272003 (entang RTRW Propinsi
Jabar, yang pada dasarmya berisi tentang (1)
Kebijakan perencanaan, yang —meliputs
rencana struktur tata raang dan rencana pola
ruang, (2) Kebijakan pemanfaamn ruang,
yang meliputi program, kegiatan tahapan
dan pembiayaan pembangunan; (3) Kebijakan
pengendalian pemanfaatan, meliputi kegiatan
pengawasan  dan pm:rtlbﬂll terhadap
pemanfaatan ruang, dan (4) Secara lebih
spesifik pokok-pokok kebijakan dan Perda
ini adalah menetapkan scjumlah kawasan
andalan, dan Kawasan Bodebek termasuk
vang ditetapkan sebagai kawasan andalan
dengan sektor unggulan dalam bidang
industn, pariwisata, perdagangan dan jasa
serta pendidikan dan pengetahuan Sementara
bagi kawasan Bopunjur sebagai kawasan hulu
Bodebek telah ditetapkan scbagai kawasan
angalan agrobisnis dan pariwisata.

Ki jal ekt
pengembangan Kawasan Bodebek, kondisi

regulasi vang ada saat 1 sesungguhnya tidak

sepenubnye memberikan dukungan yang
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positif bagi terbentuknva suatu  kawasan
andalan sebagaimana yang dicanangkan oleh
Perda No 2 Tahun 2003 tentang RTRW Jawa
Barat Dalam Perda tersebut berkaitan dengan
pengembangan  kawasan  Bodebek  tealh
diteiapkan sebagm kawasan andalan yang
meliputi sgjumliah pengembangan, vatu;

= Pengembangan Agnbisnis

* Pengembangan Industri

« Pengembangan Pariwisata

» Pengembangan Usaha Bisnis kelautan

» Pengembangan Jasa
» Pengembangan Sumber Dava Manusia

Untuk mendokung  kawasan  tersebut,
selan-jutnyva  ditetapkan  kriteria  kesiapan
kawasan  tersebmt  dalam  mendukung
perkembangan kawasan vang ditenmkan di
atas, Adapun kritena yang direncanakan di
kawasan Bodebek terscbut adalah scbagai
berikut;

l. Tersedianva lahan untuk  kawasan
industn

2 Termanfaatkannya bahan baku lokal

3. Meningkatnya akseshilitas di zona dan
kawasan indusin

4. Memngkatnva SDM bidang industn dan

Jasd

5. Memngkatkan  pemanfaatan ilmu
pengetabuan  dan  leknologt dalam
mendukung industri jasa

6, Berkembangnyva industri kecildan rumah
fange

7. Memngkatnya volume eksport

8, Terkendali pencemaran indusiri
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2. Permasaluhan Dalam Aspek Regulasi
dan Kelembagaan

Beberapa persoalan yang tekait dengan
persoalan  regulasi  dalam  pengembangan
kawasan Bodebek imi diantaranva adalah

I. Rencana penpgembangan Kawasan
Bodebek sebapni  suatu  kawasan
andalan belum sepenuhnva didukung
oleh kebijakan baik di tingkat pusat
maypun dacrah  Hal ini terbukn
sampai dengan saal ini  Kepres
tentang hal im masih  dalam
pembahasan, Begitu juga dengan
peratamn daerah tentang tata ruang
di seluruh Kabupaten/®ota vang ada
di knwasan Bodebek masih ada yang
belum menyesuaikan dengan RTRW
Propinsi  Jawa Bamt  Arinya
rencana lata tuang vang ada dan
dipakai masih mengacu kepada
Tencana tata ruang vang lama.

2, Dari empat Daermh hanya Daerah
Kabupaten Bekasi vang sudah
memperbahami Perda RTRW, yaiiu
pada taxhun 2003, frupun jika melihat
kepada isinva Perda RTRW ini
secara  yundis tdak menyebutkan
Perda No. 2 /2003 Tentang RTRW
Propinsi Jawa Bamt scbagai salah
satu  mjukan hukumnya. Bahkan
untuk Pengakuan terhadap Dun ini
berarti dalam komteks hukum Perda
RTRW Kabupaten Bekasi tidak
dibmat  ssbagal  tumnan  alau
kelanjutan  dalam pengaturan  1ata
ruang vang dikehendaki oleh Perda
RTRW Propinsi Jawa Baml Salah
soturmya dapat dilihat dard RTRW
Kota Depok ditetapkan oleh Perda
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Mo 12 Talun 2001 dan
dindangkan  dalam  Lembarman
Dacraly No, 43 tahun 2040 1. Perda i
menetapkan  bahwa RTRW Kota
Depok Berlaku mular talum 2000
sampal  dengan  lahun 2010
Mengingat perds i dibuat pada
talun 2000, maka perdn RTRW
Propinst vang di aca masih kepada
Perda RTRW Propinsi Tahun 1994,
vang arinva  bisa  diyakini
perencanaan  lata  ruang  vang
direncanakan  df  Dacrah  Depok
sudah udsk sesuai Ilagi  dengan
RTRW Propinsi Jawa Barat
Selanjutnya. kalaupun regulasi di
ungkat pusat sudah ada. biasanya
istnya lebih kepada morma, standar
dan pedoman senmgkali  fdak
memberikan pijakan vang koat bagi
perumusan regulasi di  pemenntah
deerah propins dan kabupaten/kota.
Schingga keterkaitan amam s
kebijakan pada level vang lchih
strategis (nasional) dengan kebijakan
di bawahnya tidak muncul sebagai
suaty pola kebijakan, rencana atau
programnya. Yang muncul justro
selumh regulasi vang ada bersisi
1entang kriterin-kriteda wmum vang
sebelumnya sudah di atur dengan
jelas pada kebijakan vang lebih unggi.
Selain i, regulasi yang
dikembangkan pads pada iataran
kebijakan wmummnya lehih bersifat
spasial (keruangan), sementara it
pada tataran rencana dan atau
program bahkan pada proyek atau
kegiatan, bahkan dalam
PENEANEEATAN VANE SCCATA SIS

terjach di lapangan lebih bersifat
sektoral. Perbedaan pendekatan ini
telah menyebabkan pula terputusoys
poln  keterkanan antara  kebijakan
dengan rencana dan program (KRP)
dalam  pengembangan  sebual
kawasan iermasuk kawasan
Bodebek.

Muatan atau isi dari repulasi yang
mengaur lentang  pengembangan
sebuzh  kawasan dan 1ata ruang
seringkali memiliki tngkat "ketidak
pastian” yang cukup tnggi, schingga
isi atau moatan regulasi 1m sangal
ficksibel dalam mememshi tuntian
lam vang senngkall mengikul
penggunaan tata ruang imi Disato
sist fleksihilitas imi  sangat  baik
dalam mengantisipasi hal-hal vang
secara tak erduga harus discsuaikan,
namun disist lam justro semakin
membual pengendalian dan
pengawasan atas  pengaturan  ini
menjad semakin sulit dilaksanakan.
Persoalan lan vang sangat penting
berkaitan dengan aspek regulasi im
adalah  dalam  implementasinya.
Kelemahan wama dari hal ini adalah
dalam pengendalian dan penepakan
hukum. Sehingea pada  aklurmya
sermghkal pengaturan yang
ditetapkan  dalam sistem  regulasi
vang ada hanya ada dalam tasaran
konseptual. Bahkan udak jarang
dalam prakieknya justru aturan vang
ads disesuaikan dengan tuntutan di
lapangan Prakick yang seperti ini
telali semakin menempatkan cutput
yang dihasilkan oleh sistem regulasi
menjadi kurang berari.
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Lemahnva kondisi regulasi schagaimana
dmrmkan  di aas,  somakin kurang
menghniungkan  pada  saar  bentuk  dan
mekanisme Kelembagaan vang mendukung
proses  perencanaan,  pelaksanoan st
implementasi serta dan  pengawasan dan
pengendalian kebijakan tersebut masih belum
memiliki kapasitas yang memadar,

Menumt UNDP (1999) ada tga level
kapasitas kelembagasn vang hars memada
agar proses pengelolaan pembanguman yang
dijalankan orgamisasi itu sangat kuat Ketign
kapasitas tersebut vaitu: (1) level sistem; (2)
level organisasi; dan (3) level individu Dan
untuk saat ini, dari ketiga level kapasiias
kelembagaan im selurnhnya dapat dikatakan

Ferfama, level perama dan  ukuran
kapasitas kelembagagn adalah level sistem
vaitu level yang menvangkut aspek tata
aturan vang baik (goed governance) dari
kelembagaan wvang ada dengan  seluruh
sinkeholdernya. baik itu secara wvertikal
dengan instansi pemerintah yang lain maupun
horizontal dengan kelompok masvarakat dan
domia  wsaha  Dapat  dikatakan  balwa
kapasitas kelembagaan vang ndan saot mi
masih betumn memadas.  Proses  stonomi
daerah vang tdak diikut dengan persturan
vang memadai telah menyebabkan banvak
"kekosongan” dalam sistem tala aturan antam
kelembagaan publik vang ada.

Pengaturan kewenangan vang ada telah
menvebabkan ketidak jelasan ats fungsi-
fungsi vang scharusnva di jalankan oleh
sebuah  kelembagaan  poblik  Misalnyvn,
sampail dengan saat im pemenntah  pusai
masih  dibingungkan  dengan  kewenangan
pengaturan vang sepertt apa vang bisa
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dilakukan oleh pemerintah pusat kepada
daerah. apakah dengan dalam bentuk normi.
standar  aten  pedoman. Dan  bagaimana
mekamismenya jika aturan  tersebut odak
diikut, mungkinkan pusat mencabut kembali
kewenangan vang telah didelegasikannva
melali U No. 22/1999, kalau mungkin
baguimana mekanismenya. Persoalan tersebut
merupakan sebagian kecil dan persoalan tata
dturan antara pemerintah pusat dengan daerah
dalam pengaturin kewenangan, sementam it
masih banyak persoalan lainnva vang juga
belum secara jelas diamr dalam sistem faw
aturan imi, Sebab aturan yang dipakai selama
ini hanya terpakn kepada UU No. 22 /1999
tentang Pemerintahan Daerah dan UU Ne, 25
tahun 1999 tentang Perimbangan Kenangan
Pusat dan Daerah serta PP No. 25 /2000
tentang Rincian Kewenangan Pemenmah
Pusai dan Propinsi.

Persoalan lain dalam level sistem im
adalah  berhubungan dengan akuntabilitas
dan  keterbukaan bagi masuknya akses
publik (partisipasi publik) dalam proses-
proses  pengambilan  kebijakan.  Sampa
dengan saal -ini proses akumiabilitas dan
partisipasi masih terbatas pada  rekavasa
scchagm jawaban atas kepenotingan lerientu
{Abdul Wahab, [998), Sebab divakini
sampai dengan saal imi kedua hal in masih
merupakan ggenda begar vang hams dibangun
dalam sistern pengambilan kebijakan dalam
proses politik negara kit

Dengon demikian persoalan vang sima
akan muncul pada sast  memetakan
kelembagaan dalam  kmmnnva  dengan
Kawasan Bodebek, persoalan-perscalan i
atas sesungguhnya menjadi persoalan juga
dalam kelembagaan kawasan Bodebek.
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Kedua, level kedua dan kapasitas
kelembagan adalah level organigisi, vaitu
menyangkul bentik dan stmkmr
kelembagaan, Pertanvaanva, sudahkan bentuk
kelembagaan vang ada saat 1m, baik im
bentuk Pemenntah  Pusat, Propinsi  dan
Kabupaten/Kotn dengan masmg-masing
struktor vang dimilikanys mampo menjawab
kebutuhan pengembangan kawasan
Bodebek sebagaimana vang direncanakan?
Dengan  hasil temnan yang menunjukkan
bahwa tata nuang  vang direncanakan
dengan Vang terjadi mengalami
penyimpangan  (devias))  hampir 0%
(Kimpraswil, 2004) memnjukkan bahwa
kapasitas kelembagaan vang ada masih belum
mimdai. Artinya bagaimann bentuk-bentuk
dan  struktur  kelembapasn vang
memungkinkan dikembanglan dalam
mendikung pengemoangan kawasan
Bodebek menjadi salah sam hasil kajian dan
studi ini.

Kedoo, level kenga dan pengukuran
kapasitas  kelembagaan ini adalah  level
mdivide, yaitu menvangkut kualitas dan
kompetensi  gpamatur  dalsm  kelembagaan
vang berhubungan dengan pengembangin
kawasan Bodebek ini Persoslin pertamia
dan utsma vang  berkntan dengan birokrasi
adalah  menvangkuyl  Kualitas  aparatur  ind
Namuon dalam kepentingin  kajian ini aspek
kelembogann  pada level inidivido ini tidak
akan  banvak di analisis, schab persoalan
vang dihadapn adalah  memiliki kesamaan
dengan  persoalan  individo  padn  kajian
birokmsi  lmnova, sehingga rekomendas:
vang dijukon oleh kmion lan tenang
pemngkaian  kualitas mdividu bisa disdops
oleh kajian ini.

3. Analisis dan Evaluasi Kebijakan dun
Kelembagaan

Kajian kelembagaan pads  dasarmvi
adalah menyangkut kajian lentang sistem
kelembagaan. Dikarenakan kajan  sistem
kelembagaan . sangal lums, maka dalam
tataran yang paling mudah didenufikasikan,
sistern kelembagaan dapat dilibhat dan aspek
bentuk dan mekamsme kelembagaannva it
sendin, vang berfungsi untuk menjalankan
sistemn tersebut, Untuk itu dalam  kapan
kelembagasn yvang berkamitan dengan Studi
KLS pengembungan kawasan  Andalan
Bodebek ini akan memfokuskan analisismya
pada bentuk dan mekanisme kelembagaan
vang berkaitan dengan kebijakan, rencana
dan program (KRP) dalam Pengembangan
Kawasan Andalan Bodebel (untuk selanjut-
nva kebijakan, rencana dan program (KRF)
it aikan diwakili dengan kata kebijakan saja).

1) Perumnsan Kebijakan;
2) Implementasi Kebyjakan; dan
3)  Ewvaluasi dan Pengendalian Kebijakan.

Sesuai dengan it maka analisis schagal
prakinuan dampak dan evaluast kelembagaan
vang dibabas dalam konteks Pengembangan
Kawasan Andalan Bodebek akan dmrikan
dengan  menggunakan lahapan  kebiyjakan
tersebul.

A, Kelembagaan Peromusan Kebijakan

Salah sam dampak vang paling
nyata dan ndanya otononi dacrah vang
di bawa oleh UU No. 22 Talhm 1999
tentang Pemeriniahan Dacrab, semakin
membuat sistem perencanaan pembang-
unan  vang kurang  terkoordinas.
Semangat desentralisasi yang dimple-

in
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kewenangan  vang  besar di | Dacrah
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Kabupaien/Kota ielah mendorong satu
proses pETITISAN kebyakan
pembanguman vang lebih banyvak bersifo
lokalitas (localiny). Artinva ada satn
transfer vang udak sempurna pada sast
konsep otonom sampai di ungkat bawah
Apalagi situasi mi semakin diperbunik
olel mmculnyes semangat pemekaran
wilavah Kabupaien dan ditopang oleh
tidak adanva hirarki amtam  Daerah
Kabupaten/Kota dengan Propinst. Maka
dengan demikian semangat lokalitas ind
semokin - mengemuks  dan  sernnghkali
Jostru menjadi semangat utama  bag
Daerah dalam menmuskan kebijakannya

Kesenma 1m berdampak  kepada
perencaan  dan  perumusan  Kebijakan
ditmgkat Daerah Kabupaten’Kota vang
sangat terbatas pada kondisi lokal. Hal
ini tidak menjadi permasalahan pada saat
kewenangan atau urusan vang ditangani
betul-betul persoalan vang bersifist lokal
di Daerah tersebut. Tapi harus difahami
bahwa bagian kmvmangm atay wrusan
vang bersifat lokal imi sifatnya sangat
kecil, Justmy sebagian besar kmmangan
dunl urosan justmi secara tidak langsung
ataupun  tidak  memiliki | koneksitas
dengan sistem vang lebih luas di Juar
lokal Dearahnya,

Posisi Dacrah Propinsi Jawa Barat
dalam  perumusan  kebijakan
sesungguhnya sangal dilemans,  Sebab
dengan mekamisme yang ada sast im
posisinva sangat lemah. Termasuk dalam
konleks perumusan kebijakan penetapan
Kawasan  Bodebek  sebagm  suatu

Kavasan Andalon, sesum dengan Perda
Noo 2 tahen 2003 tentang RTRW
Propms:. Kokuman lokum vang donlik
oleh  penclapan i sangal tdak  kua
manakaln  berhadapam  denmgan  produk
hubtom (peraturan dagcraly atmupun’ yang
lainnya) wvang diputuskan oleh Daerah
Kabupaten/Kota. Dalam kata laun
penetapan Kawasan Andalan dapat ndak
memiliki makna apapun manakala tudak
sejalan atan ditunjang oleh kebijakan di
tingkat Daerah, dalam hal ai Kabupsten
Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan
Bekasi Walaupun secarn kewilayahan
empal Dacrah ini berada di Jawa Barat

Parsoalan lain juga bisa
mengemuka, manakala secara geografis
kewilayahan maupun  dalam  sistem
sosial, ekonomi dan budaya temvain
kawasan Bodebek im Ietih banvak
dipengarubn oleh perkembangan Dasrah
Khusus Isumewa Jakarta, Secbab dapat
dilunjukkan dalam analisis bagian bagian
lain laporan i, mulai dan analisis tats
ruang dan yang lainnya, menunjukkan
balwa perkembangan kawasan Bodebek
ini hampir sebagian besar dipengaruhi
oleh pengembangan kawasan DEI Jakarta,

Dalam memjemban kelemahan
dalam perumusan kebijakan tersebut telah
dilakukan berbagai upaya, diantaranya:

1) Simkromisasi kebijakan pada tingkat
Proping, Walaupun  tidak  sccara
langsung Propinsi  Jawa Barat
memiliki hubungan hirarkis dengan
Daerah Kabupaten/Kota yang ada di
Kawasan Bodebek Namun dengan
fungsi Dckonsentrasinya  Propinsi
masith  sa melakukan  forum
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fasilims don konsultast kebiakan,
sehagal upayA mielakukan
sinkronisisi  kebyjakan, Forumi ind
sgloma 1ni sudah berjalan, sehinggn
diupavakin SCUAp perumiusan
kebjjakan di angkat Propinsi dan
Dacrah  berada pada  jalur  vang
sejalan, atauw paling udak ndak
ternadi kontraprodukuf.

Keberadaan forum konsulitif yang
diprakarsai oleh Propms: Jawa Barat
melalui seluruh perangkm daerahnya
mi sangat baik, namun dilihag ssi
vuridis, kedudukan forum
konsultatif i didalam  tahapan
proses pengambilan keputusan vang
bersifal mengikat sangatlah lemah
Sehingea banyaknva ketidak sejalan
antara perencanaan kebijakan (KRP)
di empat daerah siudi KLS ind
dengan kebijakan Propms: maupun
antarn keempat daerah terscbut iu
sendin bisa menjadi mdikast awal
dan ketidak efekofan  keberadaan
kelembagaan forum  konsultasi
perumusan kebijakan di keempat
Daerh studi KLS i Hal ini dapat
terjadi sehab kelembagaan
perumusan  kebijakan i tngkat
Dacrah  Kabupaten/Kota  tidak
memiliki keterkaitan secara vuridis
dengan  kelembagaan di tingkal
Dacrah Propins.  Apalagi forum
konsultasi ini hanva terbatas pada
jalur  cksekuuf saja  (pemenntah
dacmh). sementara jalur masvarokat
dan DPRD sebagai legslanf di
masing-masing Daerah hampir tidak

1

4)

5)

)

tersentult oleh kelembagaan forum
konsultauf ini.

Sinkronisast dengan DKI Jakurnta
melalui kelembagaan  Badan
Kenasama Pembangunan (BKSP)
Badan i lahir jauh sebelum UU
Mo. 22 talum 1999 tentang
Pemerintahan  Daerah  ditetapkan.
Sifat  kelembagaan 1m  adalsh
koordinasi permanen  melalui
sekertariat bersama. Tujuan
utamanya adalah unuk melakukan
korrdinasi pembangunan di
Kawasan DKl dengan dacrah
sekitarmya.

Melalui forum BKSP ini semus
kebijakan vang memiliki dampak
lintas daerah dikonsultasikan, yang
tuannyva dengan foram koordinasi
vang relatifl permanen dan bersifat
rutin i sinkromsasi kebijakan di
masing-masing dacrah akan tegaga
Pada tingkat tenemtu kelembagaan
ini, telah mampu menjembati
sejumlah persoalan yang berkaitan
dengan hubungan antar Pemerintah
Daerah DET Jakara dengan Daerah
di sekitamya, Khususnyn hobungan
psikologis  kelembagaan  hahwa
sclinp perencanain  pembangunan
vang ada di DKI Jakana dan Daerah
sekitammya  selalu  dissmpaikan
{dikonsultsikan) dalam
kelembagpan 1. Selungga sehap
Dacrah akan tahu apa kebijakan
vang akan di ambil oleh masing-
masing Dacrah.

Mamun secara vundis hubungan im
ticktk memiliki  kekoatan  yang
kokoh. sebab kelembagaan i tidak

T
Bk
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i3

T

8)

dibentuk  melalmi  kelembaganan
formal Daerah vang dikuntkan aleh
Peraturan  Daerah  masmg-nnsimg
Akibat dari wu dampak vuridis ke-
lembagaan i dalam perencanuan
din perumusan kebjakan di keem-
pat Dearah Studi KLS ini udak ken-
trm. Salah satunya dapat dirajuk da-
lam aspek legalitas dan dokumen
peraturan daemh bak Perda RTEW
dan Rencana Strategis Daerah vang
merujuk  keputusan  kelembagaan
BKSP i

Dengan posisi kelembagaan BKSP
vang seperti di mans, maka dapal
dittmjukkan bahwa peréncanaan dan
permmusan kebijikan vang dilaku-
kan oleh masing-mismg dacrah tdak
8da satu kehsrusan (secara voridis)
untuk salimg menghkoreksi Padahal
sangal  dimungkinkan  perencaan
pembangiman vang  dikembanpgkan
salu Daerah, khususnya DET JTakana
dalam posisi sangat menentukan,
Dan sementara 1y Dacrah lanmya
menjadi kebijakan DKI Jakarta.
Posisi it jelas tidak seimbang,
schab pada kenvataannya hampir
sebagian besar bahan bako vang
dibutnhkan oleh DK Jakarta harus
ditanggung oleh Daerah sekitamnyva
Dan itu akan berimplikasi pada
tereduksinva sumber daya alam dan
lingkungan di  kawasan tersebu,
Sementara ity DKI Jakarta sebagai
kawasan hilir vang ikut menerima
keuntungan dard hal tersebut tdak
menenma resiko kerugianpun terma-
suk pembuayaan atas semua it

o)

10) Kelembagaan  lain

Dan  pada kenvataannva  sampa
dengan saal i kelembagaan BESP
belum nuonpu menjembatant hal-hal
vang menvangkut persoalan shammg
pembiavaan atas keunlungan vang
diterima secara bersama ini.

vang muncul
dalam upaya sinkronisasi perencan-
an dan perumusan  kebijakan 1w
adalah dalam bentuk hubungan
langsung: antarn  Daerah  dengan
Dagrah (D 10 D). Hubungan jems m
banyak yang diprakarsa oleh DKI
Jakarta terutama dalam kepentingan
DKI Jakana atas Dacrah di selatamya
Jemis hubungan imi dapm  diliha
dalam kasus Tempat Pembuangan
Sampah Akhir (TPA) Bantar
Gebang antara Bekasi dengan DKI
Jakana, dan dengan Bogor dalam
kasus TPA Bojong. Selsin ftu pols
hubungan langsong  ini  mumcul
dalam perencanaan pengembangan
pantai uwara Kabupaten Bekasi
dengan DK! Jakana, yang secara
peoprafis  wilayah Pantai  Utarma

Dibandingkan dengan bentuk kelem-
bagaan sebelumnya, justru kelem-
bagaan 1m dani sis1 kekoatan vuridis
tleruang dalam bentuk nota kesepa-
katan formal antar Daerah. Pogisi
masing-masing  dalam  konteks
hubungan i sangatlah  jelas.
Termasnk sangat jelas mekanisme
sharng dalam keuntungan dan
pembiavaan atas sclurub  aktivitas
dalam kerjasama mi.
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B. Kelembagian Dalam [Implementasi

Kehijukan

Implementasi kebijakan berkartan
dengan  bagaimana  pelaksunaan  dar
kebijakan vang telah direncanakan alau
dirumuskan sebelumnva  Implementasi
kebijakan ini akan berhubungan dengun
manajemen dan operasionalisasi kebija-
kam itn sendin.

Dalam  snalisis implementasi  ini,
dapat disimpulkan bahwa sejumlah
persoalan  kelembagaan yang  teradi
dolam  perumusan  kebijjukan  juga
sebagian besar terjadi i dalam maple-
mentasi  kebijakan. Walanpun dalam
komteks mplementasi  Tokusnya  akan
lebih banyak kepada analisis infermal
pelaksanaan kebijakan tersebut oleh Daerah,

Implementas: kebijakan wvang saa
i terjadi di sema Dacrah mengilut pola
vang sama, vaitu memiliki kecenderu-
ngan mengedepankin pendekatan seltoral
Pola tmi sangat dipengaruhi oleh struktur
organisasi dan tata kerga dalam pemba-
guan kewenangan vang dialokasikan oleh
Bupati/Walikota vang juga cen-derung
sekioral pula. Sehingen implementasi ke-
brjakan yang berhubungan dengan pe-
ngembangan sebuah kawasan se-ringkali
lcredukss  olch cam  masing-masing
kelembagaan peorangkat Dacrah  dalam
mencapal sasaran kelembagaannya.

Pola vang cenderung scktoral im
pada gilirannya  akan  menyebabkan
sgumiah  persoalan  vang  berkaitan
dengan pengembangan kawasan,  Salal
sath  persoalan vang muncul adalah
pengembangan sebuah kawasan regional

menjadi kehilangan fokus Akibat dan
pendekatan pembangunan vang disebar
di beberapa umt kera maka amh
pembangunan  vang  berkmtan  dengan
pengembangan sehuah kawasan menjadi
ndak fokus Salah sam penvebabnya
adalah cara pandang masing-masing il
kerja yang semuanyi serba meluas dan
ingin meraih keberhasilan  pembangun
sektor tersebul secara keseluruhan di
Daerah  tersebut. Dengan pola
diyakini masmg-masing sektor menjad
kehilangan fokus  dalam  melakukan
prioritas atas pengembangan sebuah
kawasan fertentu. Karena sangal tidak
memungkinkan dengan jumlah sumber
dava yang ada, mulal dari dama, sumber
dava manusia dan sarana prasarang yang
atda dapat mendukung seluruh kawasan
vang ada di Daerah tersebut. Kalaupun
ada beberapa sekior yang melakukan
prioritas pembangunan, justru seringhali
penempatan prioritas ini tidak didukung
segara penuh olech sektor yang lan
Posisi Pemenntah Daerah  dalam
proses pembangunan Daerah bukanlah
sulu=sginmya  pelaku  pembangurman
disamping 1w ada selior dunia usaha dan
masyarakat vang juga ikut terlibat. Pen-
dekatan donia usaha wang lebih ber-
prientast keuniungan sera kepentingan
individu masyaraknt dalam prakicknya
seringkali tidak sejalan dengan peren-
canaan scbual Dacrah. Benturan kepen-
lingan antara pelaky pembangunan ini
seharnsnya  dimenangkan oleh kepen-
tingan publik sebagaimana tertuang di-
lam perencanaan pembangunan sebuah
kawasan, Tapi dalam prakteknya dengan
bentuk perencanaan vang kurang jelas

34
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serty memuliki tingkal pénvesuaian vang
tinggl, telah menvebabkan kepentimgan
publik lemlingis oleh kepentingan duma
usiha dan individu mgsvarakat,

Gagalnva  perencangan sebuah
kawasan salah samnva banvak vang
disebabkan oleh pergesekan kepentingan
ini. Dan olch karena sistem perencaaan
kebrjakan dan beritkumya pengendalian-
nvit yang rendall maks dalam prakieknva
tidak jarang justru kepentingan ekonomis
vang di usulkan oleh duma wsaha dan
mdividu masyarakal sera disetugm oleh
aparat bhirokrasi menjadi  pemenang
dibandingkan kepentingan lainnyva.

Kuring baikmys proses  imple-
mentasi  kebijakan  selain  #Hu  juga
discbabkan oleh kurangnya mang askes
publik dalam seluruh tahapan perumusan
dan implementasi kebijakan Publik vang
stharusnva memadi  bagian  penting.
karena sesunggubnyva kepentingan vang
dijapn oleh Pemermiahan it adalah
kepentingan publik seringkali denpan
bemuk dan mekanisme kelembagaan saat
im jqustru menjadi bagian vang Hdak
diperhimngkan sama sckah. Lemahnya
posisi  publik i selain | memang
kesalahan bentuk dan mekanisme
kelembagaan vang ada saat ini, juga
berasal dan publiknya sendii yang
kurang memiliki kepedulian.

Dengan beniuk kelembaganan seria
mekanisme vang kurang mementingkan
publit @y dalam  kata  lain
menempatkan  fakior  penguasy  dan
pengusaha dalam posizi kual, ditambah
fungsi akses publik vang lemah pada
gilirannya telah menvebabkan seluruh

sistem vang ada menjadi tidak mensniy
Drampak lanutan dan sémua ity maks
munzitlal’ perijinan vang menvimpang
dari ketemtuan sang ada, pelanggaran
vang seolah-oleh dibenarkan,
pelanggaran  wvang  tidak  dikenakan
sanksi, lermasuk jual beli perijinan oleh
oknum aparat dan sejumlah prakiek
lainnya vang justru saat im  telah
menggejale: dan akan semakin  tidak
terkendali jika sma kelembagaan vang
ada ndak melakukan perbaikan

Dengan  demikian masalah utama
dalam smplementas: kebijakan adalah
pemngkatan kapasitas kelembagaan, wa-
laupun ini bukan salah satu bagian dani
studi KLS secara keselurnhan, namun
persoalan  kapasitas  kelembagaan i,
mulai dar kapasitas mdivide, kapasitas
orgamsasi dan kapasitas sistem menjad:
bagian yang harus mendapat perhatian
Jika permasalahan vang berkaitan dengan
pembangunan yang berkelanjutan seba-
ga spatu sasaran dan stodi K1LS im di-
harapkan akan mampu tereahsasi Sehab
divakini jika saja hal ini diblarkan seperti
saal i maka kecenderungan sebagai-
mani i wraikan di atas akan terus ber-
langsung Aminya implementasi kebija-
kan akan memposisikan kepentingan

publik  secars umum  sebagaimana
dituangkan dalam perencanaan kebijakan
schagai fihak yang selalu kalah
Kelembagaan Evaluasi dan
Pengendalian Kebijakan

Bagian penting dalam  aspek

kelembagaan evaluasi dan pengendalian

* adalah menvangkut pencgakan hukam,

Penegakan hukum ini mulai dari vang
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paling nngan sampai dengan vang paling
berat berupa penerapan sanksi kwrungan
atau prdana.

Dengan mengaca kepada pemturan
dacrah vang dimiliki oleh kelima Daerah
vang dijadikan studi KLS imi  dapat
ditelusun  jika perangkat hukumnya
sudah letih baik. Dalam masing-masing
perda lersebul secarn legas disehutkan
bahwa beberapa fungsi pengendalian ini
dipegang oleh bebarapa kelembagaan,

Pertama, untuk pengendalian yang
bersifat koordinasi, pengawasan seria
pengendalian secarn  umum  telah
menempatkan Pemenmah Daerah dengan
seluruby unit kerja. mulai dan Dinas dan
mstansi lerkait lamnyva sebagai ujung
tombaknya

Kedua, semua perda telah memuat
dengan jelas penyebutan jenis sanksi
yang dapat dikenakan kepada pelanggaran
perda tersebut. baik im denda maupun
ancaman pidana yang bisa dijatubkan.

Aetiga, beberapa perda  bahkan
menyebutkan dengan jelas bahwa fungsi
penvidikan dalam kasus pelanggaran
Perda ini selain dapal dilakukan oleh
aparat Kepalisian juga dapat dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeni Sipil
(PPNS) wanp secama struktural ada di
bawah koordinasi Kepala Dacral. Dengan
posisi 1 scharusnya PPNS  memiliki
kekuatan vang penuh untuk melakukan
penyidikan atas pelanggaran Perda:

Keempat, dan seluruh perda vang
berhubungan dengan percncanasn Lata
riang dan kelima daerah tersebut tidak
ada vang secara legas memberikan hak

dan  kedudukan vang kuat aias lak
masvarakat  dadam omelakukan  penga-
dinan, perlindungan sampar dengan lak
porgantian - secora  ndividu  maupun
kolekuf atas pelanggaran haknya

Keberadaan aspek hukum  dalam
sistem kebijakan publik sesungguhnya
sangat positif, bahkan bisa menjadi tiuk
awal yang sangal penting dalam upaya
evaluast dan pengendalian  kebijakan
Kaloupun  jika dibandingkan dengan
kemvataannya saal ini semsa itu masih
belum bermakna banvak Tapi mestinya
scjalan dengan kepedulian bersama akan
pentingnya pengendalian  yang cukup
katat dalam menjaga keberlanjutan pe-
ngelolaan sumber dayva alam dan ling-
kungan hidup di Indonesia, seharusnya
pandangmn ferhadap pentngnya penz-
gakan hukom sudah haros mengemuka.

Jika s sampai dengin beberapa penode
yang akan datang kesadaran imi masih
balum muncul, maka bukan mustahil
karusakan akan sumber daya alam dan
lingkamgan di [ndonesia mencapai titik
paling kritie. Dan saat itulah kesadaran
ikan pentingnya menjaga sumber daya
alam dan linglungan akan  muncul,
svalanpum et it sdah smgal wedambal

Penutup : Rekomendasi Kebijakan
dan Kelembaraan

Sejalan dengan analisis dan evaluasi
kelembagaan di atas, maka dalam men-
dukung penetapan Kawasan Bodebek
sebagal Kawasan Andalan sebagarmuma
dirancang oleh RTRW Propinsi Jawa
Baral maka direkomendasikan bentuk dan
mekamsme  kelembagaan  sebaga
benikur

i6
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Pertama,  mesti ada kelembagaan
bk dalam bentuk dan mekanismenva
ving menuliki posisi vang Kual uniuk
menpkoordinasikan. mulal dart  peren-
canaan, pelaksananan sampai dengan pe-
ngawasan dan pengendalian di Kawasoan
Bodebek ini. Kekuatan kelembagaan im
khususnva sekali  dalam aspek vundis,
sehingga mampu memmaliki kekuatan yang
mengikat untuk selurali sakeholders di
kawasan Bodebek untuk mematulunya.

Perlu diberi catatan bahwa yang
dimaksud dmgim seluruh stakeholders di
kinwasan ini adalah seluruh Daerah yang
maemiliki kq:cmtmgim alas
perkembangan kawasan im Untuk itu
jika mengacu  ke-pndn strukiur
Pemerintahan Daerah vang adas saat ini,
selain kelima Daerah vang menjadi fokus
studi i (Kabupaten Be-kasi; Kola
Bekasi; Kota Depok; Kabupa-ten Bogor
dan Kota Bogor) juga hams ditambah
dengan Kabupaten Cragur  (oniok
kawasan puncak) sera  Kabupaten
Tangerang dan Kota Tangerang di Wila-
vali Propinst Bamten. Dan untuk level
Propinsi perlu ditambah  dengan DEI
Jakarta scbapal sentral pembangunan di
Kawasan ini dan Propinsi Jawa Barat dan
Propinsi Hanlen vang sccama kewilavah

memiliki kepentingan atas
perkembangan  kawasan i dalam
kaiinva  dengan ka-vasn lonma  di
wilavah masng-masmng.

Kedua, kelembagaan vang dimak-
sud juga hars mampu mendukung vpaya
penciptaan pengelolaan lingkungan vang
berkelunpuan. Amnya kelembagun vang
ada. harus sesum dan mendukung (match

and suppart) wniutan pengeiolaan. suniber
dava alam dan hinghungan sebagaimana
diamanatkan oleh sejumial perundangan-
undangan. Salah satunya dalam UU Ne
7/ 2004 tentang Sumber Dava Aur vang
mengamanatkan  pembentukan  Dewan
Sumber Days Air sebagai satu kelem-
bagaan vang berbasis one river gne na-
nagemen!  dalam  hdang pengelolaan
sumber daya air. Begitn pula dengan fun-
lan vang sama dalam sekior transpor-
1asi dan sektor Btinnya, Untuk i kelem-
bagaan yang ada sebaiknya mampu
mengakomodas kepentingan dan kelem-
bagaan-kelembagaan sepenti itu termasuk
dalam mendukung pengem-bangan dava
dukung pengembangan kawasan Bode-
bek ini secara optimal .

Ketiga, kelembagaan (ersebul juga
harus mampy memberikan jaminan akan
terselengearanva  sgumigh mekanisme
pengelolaan daya dukong kawasan vang
mamah  lingkungan. Beberapa  bentuk
mekanisme vang harus diupayakan da-
lam kelembagaan ini diantaramya:

e Mampu mengembangkan mekanis-
me disintensif dan intensif dalam
pengelolaan dava dukung kawasan,
Mampu mer@mbangkm mekanis-
me coxi and henafil sharing atan res-
pansibilty sharing dalam pengelokan
Hingkungn di kawasan Bodebek.

» Mampu menjamm terlaksananya
pengendalian lerhadap sejumilah ak-
bvitas pengelolaan lingkungan yang
tidak sesual dengan ketentuan yang
berlaku, seperti penambangan di ka-
wasn tertenlu. dan luin schagaimanya
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Untuk mendukung kelembagaan
vang dimaksud tersebut. bentuk kelem-
bagaan vang dapat dibangun ada bebera-
pa pilihan Pilihan i ainva. model vang
digjukan mengambil pendekatn model
kelembagasn dari vang paling Gdaptif
dan memungkinkan dilaksanakan dalam
‘sistem pemerintahan saat im sampar de-
ngan bentuk kelembagasn vang paling
mdikal perubahannya dengan sistem
pemerin-tahan wang ada saat mi tapm
kesemuanya jika mengacu kepada per-
undang-undangan vang ada harus masih

Benkutnya kKeermpat bentuk kielem-
hagaan mi bukan model yang stans. ap
model vang dinamis,  wvang  dalam
implementasinva  sangal  dimungkmkan
uniuk mendapal penyesuaian sesual dengan
tuntutan vang berkembang di lapangan
Atau datam kata lain keempat model im
sekedar pola teortis, yang nanti dalam
implementasinya dapat  dikembangkan
atan chsesuaikan dengan perkembangan
vang terjadi di lapangan

Pilikan  pertama, dapat  dalam
bentuk forum  koordinasi. Schingea
bentuk kelembagaan im sangat cair, tidak

Surnt Keputusan Berssma
Kepaln Danernh
Se Wilavoh Bodebek

L

Dagrah Propins
DRI Jaknrta

KRP Daetah ERP Duerah KEF Duenib
| : : I
| Pelaksanann Pelnksanaan Pelakearian
v v v
Evaluas Evuluasi Evaluasi

Gambar 1. Mekanisme Kerja Forum Kooridinasi
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b

perlu  adn  sckretariat  tetap  Namun
dirancany  selprolt mekanisme  dalam
formm i selam hasmas  memper-
tmbangkian  keseramman dan kKeadilan
anitar anggaln forum wp Juga hasil keses
pakaanmva memilikn dampak  hukom
vang mengikal Formalnya dapat dieu-
angkan dalam bantuk MolJ
imemorandum of wndersfanding) antam
selumoh Dasrah di kawasan Bodebek
tersebint

Pilihvan keduwa, dapa dalam bentuk
kelembagann vang seperti saal ind sudah
ada vaitu dalam bentuk Badan Kerjasama
Pembangunan (BKEP)  vang  elah
memiliki  schkretanal  bersama  sena
memilik jadwal seria mekanisme kerja
vang sudah temp  Namun  tenu
kedudukan kelembagaan BKSP im tudak
lagn seperti sagl 1m yang terbatas pada
forum  koordinasi  dan  kon-sulintif
seminta. Tapi hars ditmgkatkan men-jadi

Duersh Kebupaten / Kota
Se Wilavah Bodetnbek

Diuerah Propinsi
(DET Jakarta; Jaws Barat den Banten)

v

o Simkronisazi KRP Masing -masing Dueril
o Sgjuminh Kesepekatun Bersamn Lainnys

= ¥ == =
KRP Dueral KRP Duerah KRP Dasrah
Pelaksanuan Pelakssinaan FPelaksanann
Esml i Eval st Evaluamn
Pelakzinann KRP dan Kesepabiatn ntefsebul

di Kembulikan ke Masing -masing Dacrb

Gambar 2 Pemben

tubian Sekretariat Bersama
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suatu kelembagaan yang produk hukum-
nva memiliki kekuatan vang mengikat
bagi selurub siakeholders di kawasan
tersebut.  Se-hingga dengan demukian
keang-gotaan dan kelembagaan inipun
menjadi lebih luas vaitu ditambah dengan
Kabupaten Cianjur dan

Propinsi Jawa Barat dan Propinsi
Banten. Salah satu produk hukum hukum
vang bisa menjadi penguat kelembagaan
ini adalah adanya pengakuan yang jelas
kedudukan kelembagaan ini dalam
bepiuk Perda masing-masing Daerah,
schingga pada gilimnnya nonti - masing-
masing [Daeah  memliki =~ dasar
hnkrmumiuk mematuh apa vang memacd
kebijakan bersama dalam kelembagaan
BKSP ini. Dan tentu dalam BKSP ini
juga mesti mengatur dmgun jelas teniang
shanng masing-masing Daerah dalam
memkmati keuntungan dan menang-gung
pembiayaan (cosf and bhenefit sharing).

Pilihan keempat, adalah membentuk
kawasan otoritas khusus untuk kawasan
i1 Bentuk kelembagaan ini memang
akan  sangmt  komtroversial,  sebab
struktumyva akan sangat tidak lajim
dengan pola vang ada saat imi. Namun
sehagal sauaiu wacana gagasan i bisa
disampaikan Kelembagaan mm  adalah
dengan menempatkan seluruh Daerah di
kawasan ini dalam satu pemerintaban
vang lebih ramping. Jadi kawasan im
disatukan dalam satu kawasan semacam
lakarta Metropolitan Rayva (JMR) di atas
MNanum struktumya tidak lagi mengikit
lagi sistem vang ada saat ini. Bentuk dan
mekamisme kerjanva adalah sebagm
berikut:

MME  merupakan gabungan dan DK
lakana dengan selomuh Daerah yang

secara langsung berbatasan dengan DKI
Takarta

« Kelembagaan Pemerintahan di MR
adalah  Dewan  Legislatf  yang
umuk seluruh  Daerah; jadi fungs:
legislatif di Daecrah diintegrasikan ke
legistatf MR

¢ JMR akan di pimpin olch Manajer Kota
JMR sebagai pimpinan puncak eksukutif.
Semeniara uniuk MEASTNE-masing
kawasan di bawahnya akan dipimpin
oleh mansjer wilayal;

e  Manajer Wilavah diangkat oleh Manajer
Kota dengan persetujusn  Dewan
Manajer Kota.
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